!
[

ARPAHAN



DISERTASI

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA
SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI
KEADILAN BERMARTABAT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE
TRIAL BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022




DISERTASI

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA
SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI
KEADILAN BERMARTABAT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE
TRIAL BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN

NIM : 1331900004

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022




PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN
NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh
NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN
NIM: 1331900004
Telah disampaikan Pada Ujian Terbuka

Pada Program Studi Doktor Iimu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui

Pada tanggal, 17 Juni 2022

(Z

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si.

Ko-Promotorl Ko-Promotor 2
,
Dr. Emy H &orini, SH., MH., CMC Dr. Yovita Aric Mangesti, $ H., MH., CL.A., CMC

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Hukum
'd

Dr. Yovita Aric Mangesti, SHL, MH., CL.A, CMC

1l



MG:FJRAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK
RDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh:
KP N
NIM: 1331900004

Telah diyji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka
Prog_mn Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal, 17 Juni 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CM.A.,CPA. ....... 4

Sekretaris. : Dr. Slamet Suhartono. SH., M H., CMC
Promotor : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.,
Anggota. : Dr. Emy Herlin Setyorini, $.H., M.H., CMC,,
Dr. Yovita Arie Mangesti, S H, MH., CL. A, CMC.
Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H., CMC,,
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum,,
Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D,,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum,,

Prof Dr. Tri Ratawati, Ak., M.S., CP.AL,

Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T., %“ .




ABSTRAK
PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA
ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN
BERMARTABAT

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) dan undang-
undang khusus yang mengatur tentang beracara pidana belum
memuat pengaturan persidangan pidana secara elektronik.
Keberadaan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan secara Elektronik sering bertentangan karena konflik
norma vertical menurut hierarki peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum persidangan pidana secara elektronik menjadi
permasalahan utama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah
jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan filosofis. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk
menganalisis dan menemukan urgensi pengaturan persidangan pidana
secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat dan konsep
pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai
keadilan bermartabat. State-of-the-Art dan novelty dari penelitian ini
dibandingkan penelitian sebelumnya adalah perumusan KUHAP yang
baru atau peraturan dalam tataran Undang-undang yang mengatur
mengenai persidangan pidana secara elektronik yang belum pernah
dilakukan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan pidana
secara elektronik (1) wajib untuk dilakukan dengan segera karena
kurangnya pemenuhan hak asasi manusia dan (2) konsep pengaturan
dapat berupa pengaturan due process dan kewenangan
penyelenggaraan peradilan. Saran mendesaknya pengaturan dapat
ditujukan kepada legislatif dan konsep pengaturan dapat dijadikan
pedoman bagi praktisi hukum serta legislatif.

Kata kunci: Persidangan pidana secara elektronik, Keadilan
Bermartabat.



ABSTRACT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE TRIAL
BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Research on regulation of Electronic Criminal Case Trial
based on Dignified Justice is found on the ground that the current
regulation regarding criminal procedural law such as Act 8 of 1981
and other criminal procedural law-based statutes have not regulated
electronic criminal case trial. Supreme Court Regulation 4 of 2020
regarding Administration and Electronic Criminal Cases Trial has not
regulated specifically regarding rights and obligations of related
parties in court hence causing the lack of human right protection
including human dignity.

The methodology research applied in this research is based
on normative research that used conceptual approach, statute
approach, case approach, and philosophical approach. The purpose of
the research is to analyze and finding the urgency of regulating
electronic criminal case trial based on dignified justice and concepting
regulation of electronic criminal case trial based on dignified justice.
The methodology used for this research in the form of normative
research with the use of research approaches namely statute approach,
philosophical approach, case approach, and comparative approach.
The legal analysis is conducted deductively based on major premise
of dignified justice and minor premise of the current condition of
electronic criminal case trial in effect.

The result of the research showed that electronic criminal
case trial needs to be regulated in the form of regulations, specifically
statutes due to the current practice of electronic criminal case trial has
not fulfilled dignified justice which can be perceived from the lack of
human rights protection for parties in court. The concept of electronic
criminal case trial can be conducted towards two main aspects,
namely due process of law and setting the authority of the conduct of
trial that can enlighten the human rights through legal rights and
obligations of parties in court.

Keyword: electronic criminal case trial, dignified justice
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RINGKASAN

Persidangan secara tatap muka sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) sendiri
belum mampu menjawab kebutuhan atas perlindungan hak
asasi manusia terhadap para pihak yang terkait dalam
persidangan oleh karena tujuan dari KUHAP sendiri adalah
untuk menjamin proses penemuan pencarian kebenaran
materiel. Hal tersebut menjadi dasar urgensi untuk dilakukan
pembaruan hukum acara pidana berkaitan dengan aspek
persidangan non-konvensional. Mahkamah Agung kemudian
melakukan inovasi melalui Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2020 agar dapat melaksanakan persidangan
pidana secara elektronik.

Meskipun dengan kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung yang telah diakui dalam UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2020 dipandang belum memberikan ketegasan apabila
disandingkan dengan KUHAP. Pasalnya, ketentuan penutup
dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
menyatakan bahwa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah
Agung tersebut dapat diterapkan selama tidak bertentangan
dengan Undang-Undang lain, termasuk KUHAP. Dapat
ditafsirkan secara gramatikal bahwa teknis persidangan yang
tidak meliputi aspek teknologi tetap mengacu pada KUHAP,
padahal tetap ada aspek yang bersinggungan dengan teknologi
seperti pendampingan penasihat hukum bagi Terdakwa secara
khusus dan bukti-buktinya.
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Permasalahan yang ada di latar belakang dapat dituliskan

rumusan masalah menjadi:

a. Urgensi pengaturan persidangan pidana secara
elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat;

b. Konsep pengaturan persidangan pidana secara
elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

a. Untuk menganalisis dan menemukan urgensi
pengaturan persidangan pidana secara elektronik
berdasar nilai keadilan bermartabat;

b. Untuk menganalisis dan menemukan konsep
pengaturan persidangan pidana secara elektronik
berdasar nilai keadilan bermartabat;

Metode dan jenis penelitian normatif digunakan untuk
memberikan solusi atau pemecahan permasalahan hukum yaitu
persidangan pidana secara elektronik yang belum berdasar nilai
Keadilan Bermartabat dengan solusi pengaturan peraturan
perundang-undangan dan pengonsepan ketentuan yang
memberikan model persidangan pidana secara elektronik yang
mencakup hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat
dalam persidangan. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan
konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan
filosofis, pendekatan kasuistis, dan pendekatan komparatif.
Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini
digunakan untuk menganalisis permasalahan persidangan
pidana secara elektronik dari konsep persidangan secara daring.
Pendekatan perundang-undangan dilakukan pada beberapa
peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, HIR, RBg, dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagai
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sumber utama pelaksanaan persidangan di pengadilan yang
masih berlaku. Pendekatan kasus dilakukan pada kasus atau
perkara yang dijadikan sebagai dasar analisis adalah perkara
nomor 173/Pid.Sus/2021/PT DKI atas nama Terdakwa Moh.
Rizieq bin Sayyid Husein Shihab dan perkara nomor
72/Pid.Sus/2020/PT DPS atas nama Terdakwa [ Gede
Aryastina alias Jerinx. Pendekatan filosofis dilakukan dengan
menggunakan keadilan bermartabat.

Kesimpulan

Urgensi pengaturan persidangan pidana secara elektronik
berdasar nilai keadilan bermartabat bermula dari permasalahan
pengaturan persidangan pidana yang sementara waktu hanya
bersumber pada KUHAP dan undang-undang khusus yang
membahas hukum acara pidana. Peraturan persidangan pidana
yang semula hanya dapat dilakukan secara tatap muka yang ada
belum mampu menjawab permasalahan perlindungan hak asasi
manusia pihak yang terkait dalam persidangan, yaitu hak dan
kewajiban terdakwa, saksi, dan korban. Keadilan Bermartabat
yang menegaskan pentingnya penghargaan kepada martabat
manusia melalui perlindungan hak asasi manusia di
persidangan wajib dilakukan agar terwujud keadilan
bermartabat itu sendiri melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan seperti KUHAP.

Pengaturan persidangan pidana secara elektronik
menjadi suatu hal yang mendesak atau urgen mengingat bahwa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
persidangan pidana secara elektronik hanya terbatas untuk
melanjutkan proses persidangan yang tertunda akibat bencana
pandemi non-alam Covid-19. Permasalahan seperti pemenuhan
hak dan kewajiban pihak yang terkait dalam persidangan belum
diatur dalam peraturan yang ada seperti dalam Peraturan
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Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Apabila tetap
mendasarkan  pelaksanaan persidangan pidana secara
elektronik, hak asasi manusia pihak yang terkait dalam
persidangan secara elektronik khususnya terdakwa, saksi, dan
korban dapat tercederai sehingga Keadilan Bermartabat tidak
akan terwujud. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan
persidangan pidana secara elektronik yang berlandas Keadilan
Bermartabat dalam tataran undang-undang layaknya KUHAP.
Konsep pengaturan persidangan pidana secara elektronik
berdasar nilai keadilan bermartabat didasarkan pada kondisi
pengaturan persidangan pidana secara elektronik yang sedang
berlangsung dan masih terbatas dalam pengaturan teknis
pelaksanaan yang kurang rinci yaitu sebatas kehadiran para
peserta sidang serta proses persidangan. Pengaturan
persidangan pidana secara elektronik seharusnya memuat
ketentuan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban peserta
sidang termasuk penyelenggara sidang agar hak asasi manusia
terpenuhi dan terwujud Keadilan Bermartabat.
Pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai
Keadilan Bermartabat dapat dilakukan dalam pembentukan
peraturan khusus dalam bentuk undang-undang atau
dimasukkan dalam KUHAP yang baru. Gagasan atau solusi
yang diusulkan untuk pengonsepan pengaturan persidangan
pidana secara elektronik dapat dalam dijabarkan dalam dua hal
yaitu perwujudan due process of law dan penetapan
kewenangan penyelenggaraan peradilan. Ketentuan yang
membahas mengenai due process of law wajib mengatur
mengenai keberadaan para pihak yang terkait dalam
persidangan pidana secara elektronik, pembuktian berbasis asas
due process of law terkait Terdakwa, Saksi, Penuntut Umum,
dan Majelis Hakim, dan pelaksanaan sidang terbuka untuk
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umum. Ketentuan yang membahas mengenai kewenangan
penyelenggaraan peradilan wajib mengatur kewajiban
pengadilan, penuntut umum, rumah tahanan negara, dan
kedutaan/konsulat dalam menyelenggarakan persidangan
pidana secara elektronik dan menyediakan sarana dan prasarana
yang berkaitan. Pengaturan dari kedua substansi tersebut telah
menempatkan kemanusiaan sebagai titik sentral sehingga setiap
manusia yang terkait dalam proses persidangan menjadi
terlindungi kepentingan serta hak asasi manusia. Dengan
demikian, keadilan bermartabat dalam persidangan pidana
secara elektronik dapat terwujud.
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